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LAPORAN TAHUNAN 

DEWAN PENGURUS  LEIP PERIODE 2006 – 2007 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) saat ini telah 

memasuki tahun kesembilan sejak didirikan secara de facto pada tanggal 19 Januari 

1999. Setelah dibuatkan akte pendirian oleh Notaris pada 3 Mei 2000, maka secara de 

jure LeIP telah sah menjadi Yayasan Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi 

Peradilan. Selama kurun waktu kurang lebih 9 tahun ini LeIP telah melakukan 

berbagai kegiatan di bidang kajian dan advokasi untuk mewujudkan peradilan yang 

independen 

 

Sebagai sarana refleksi lembaga dan wujud tanggung jawab Dewan Pengurus  

terhadap aturan internal organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, 

bersama ini kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Pertama 

Dewan Pengurus LeIP periode tahun 2008.  

 

II. LAPORAN KEUANGAN 

 

A. Laporan Keuangan Konsolidasi 

 

Laporan Keuangan Konsolidasi sampai dengan 31 Desember 2008 terdiri dari 2 bagian 

yaitu Neraca/Laporan Posisi Keuangan dan Income Statement/Laporan Aktivitas. 

Gambaran secara garis besar posisi Neraca  tersebut adalah sebagai berikut : 

  

1. Kas dan setara kas Rp 393.758.720 . 
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 2. Account Receivable/Piutang Rp 5.600.000,- yaitu berupa pinjaman kepada 

pegawai  

 

3. Biaya dibayar dimuka sebesar Rp 10.696.340,-,- 

 

4. Asset yang dimiliki oleh LeIP adalah sebesar Rp 7.287.200,-  

   

5. Liabilities Rp 188.925.000. 

Hutang ini berasal dari program Execising SK 144 yang didanai oleh US 

Embassy. Program ini akan dilaksanakan pada januari 2009 

 

6. Opening Balance Equity Rp 1.000.000,- 

 Opening Balance Equity adalah pembukaan rekening giro di bank atas nama 

Yayasan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. 

 

 7. Retained Earning Rp 353.098.190,- 

 Retained earning adalah dana sisa atau net income pada tahun yang lalu atau per 

31 desember 2007. 

 

8.Net Income/Loss Rp – 125.680.930 

Net Income/Loss adalah keuntungan/kerugian dari pendapatan dikurangi 

pengeluaran. Income tersebut diatas berasal dari selisih pendapatan dengan  

pengeluaran LeIP sejak periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.  

   

Sedangkan gambaran secara garis besar untuk Income Statement adalah : 

 

1. Income Rp 439.316.320,- 
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Income tersebut berasal dari grant program, donasi dari badan pekerja, donasi dari 

luar badan pekerja, penyewaan LCD, penjualan buku, bunga jasa giro dan 

pendapatan lain-lain. 

 

2. Expenses Rp 564,997.250,- 

Expenses ini terdiri dari pengeluaran untuk program dan non program. 

  

 

B. Audit Laporan Keuangan 2005-2006 

 

Sekarang ini, LeIP sedang dalam tahap melakukan proses Audit Laporan Keuangan untuk 

tahun buku 2005 dan 2006.. Kali ini proses audit  dilakukan oleh KAP Budiman, Wawan , 

Pamudji dan Rekan menggantikan KAP Angkawijaya Musanto yang sudah mengaudit 

laporan keuangan LeIP sejak tahun 1999-2004. Biaya audit untuk satu tahun buku adalah 

Rp 10.000.000.  Audit Tahun 2005-2006 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap hasil rapat tahunan tahun 2007. Proses audit ini sendiri akan selesai di akhir 

Januari 2009.  
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III. LAPORAN KEGIATAN 
 
NO PROGRAM/KEGIAT

AN 
PERAN LEIP DONOR WAKTU STATUS CAPAIAN HASIL 

1.  Penyusunan Kebijakan 
Diklat, Kurikulum dan 
Pelaksanaan Training 
Panitera Pengadilan, 

 Penyusun 
kurikulum  
Diklat  

 Trainer 

GGIJ Januari – 
Agustus 2008 

Selesai  Kurikulum Training 
Panitera 

 Training Panitera di 3 
kota: Jakarta, 
Makassar, Padang, 400 
panitera 

2.  Penuntasan Tunggakan 
Laporan Pengaduan pada 
Jamwas Kejaksaan RI 
dan Pilot Project 

 Asistensi TAF Nopember 2007 
– Februari 2009 

Berjalan  Rekapitulasi Lapdu 
seluruh Indonesia yang 
tertunggak dan 
klasifikasi berdasarkan 
prioritas 
penyelesaiannya 

 Rencana Kerja 
penuntasan tunggakan 
lapdu 

 Materi Database 
Lapdu 

3.  Penyiapan Meja 
Informasi dan Meja 
Pengaduan pada MA 

 
 Konsultan 

 
MCC-ICCP 

 
Juli 2008 – 
Maret 2009 

 
Berjalan 

 Juklak Pelayanan 
Informasi sudah 
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NO PROGRAM/KEGIAT
AN 

PERAN LEIP DONOR WAKTU STATUS CAPAIAN HASIL 

ditetapkan oleh Bapak 
Harifin Tumpa selaku 
Wakil Ketua MA, dengan 
SK No. 
1/WKMA/SK/I/2009 
tanggal 14 Januari 2009. 

4.  Exercising SK 144  
 Pelaksana 

Program 

 
US 
Embassy 

 
Januari – Maret 
2009 

 
Berjalan 

 
 Instrumen Penelitian 
 

5.  Reformasi Birokrasi 
Kejaksaan, Penyusunan 
Profile Kejaksaan 2025 
 

 
 Konsultan 

 
LDF 

 
Nopember 2008 
– Februari 2009 

 
Berjalan 

 
 Draft Profile 

Kejaksaan 2025 

6.  Assesment on the 
Internal Supervision 

 
 Assessor 

 
UNDP 

 
December 2008 

 
Selesai 

 Hasil Penilaian 

7.  Sosialisasi SK KMA No. 
144/KMA/SK/VII/2007 
tentang Keterbukaan 
Pengadilan 

 Konsultan LDF Januari – 
November 2008 

Selesai  Pembuatan material 
publikasi mengenai SK 
144/2007 (buku, booklet, 
poster dan flyer). 

 Sosialisasi kepada jajaran 
pengadilan. 
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NO PROGRAM/KEGIAT
AN 

PERAN LEIP DONOR WAKTU STATUS CAPAIAN HASIL 

 Sosialisasi kepada 
masyarakat/ kelompok 
masyarakat. 

8.  Penyusunan Petunjuk 
Pelaksanaan 
Penyelenggaraan 
Pengawasan Kejaksaan 
RI 

 
 Konsultan 

 
TAF 

 
November-Juli 
2008 

 
Selesai  

 Sudah ditetapkan oleh 
Jaksa Agung Muda 
Pengawasan dengan 
keputusan Nomor: 
JUKLAK-
01/H/HJw/07/2007 
tanggal 31 Juli 2008 
tentang Penyelenggaraan 
Pengawasan Kejaksaan 
RI 

9.  Program Quick Win 
dalam Reformasi 
Birokrasi Kejaksaan RI 

 
 Konsultan 

 
LDF 

 
November 2008 
- sekarang 

 
Berjalan 

 Draft ke-1 perencanaan 
pelaksanaan dan strategi 
program sudah 
disampaikan kepada 
Wakil Jaksa Agung RI. 

10.  Based line survey 
penguatan Transparansi 
dan Akuntabilitas dalam 
proses peradilan pidana. 

 
 Peneliti 

 
PGR 

 
September  – 
Desember  2008 

 
Selesai 

 Baseline Transaransi dan 
Akuntabilitas Prses 
Peradilan Pidana 
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NO PROGRAM/KEGIAT
AN 

PERAN LEIP DONOR WAKTU STATUS CAPAIAN HASIL 

11.   
Mapping BluePrint 
Mahkamah Agung RI 

 
 Peneliti 

 
TAF 

 
Juli – Agustus 
2008 

 
Selesai 

 Hasil dari Mapping 
BluePrint MA sudah di 
persentasikan dalam 
Rapat Kerja Mahkamah 
Agung pada bulan 
Agustus 2008 

12.  Polling masyarakat 
terhadap usia pensiun 
Hakim Agung 

 
 Enumerator 

-  
Oktober 2008 

 
Selesai 

 Polling sudah dirilis 
bersama KPP pada bulan 
oktober 2008 dengan 
hasil 74,7 % masyarakat 
menolak perpanjangan 
usia pensiun Hakim 
Agung 

13.  Pembuatan Roadmap 
KPK 2009 – 2014 

 Kontributor PGR 
(melalui 
ICW) 

 Februari 2008 Selesai  Roadmap KPK 2009 – 
2014 

14.  Advokasi Kasus Vincent  Penyusun 
Amicus Curiae 

--  Selesai  Amicus Curiae, yang 
diberikan kepada 
Mahkamah Agung yang 
menginformasikan bahwa 
ada 3 (tiga) cetakan 
Undang – undang 
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NO PROGRAM/KEGIAT
AN 

PERAN LEIP DONOR WAKTU STATUS CAPAIAN HASIL 

Pencucian Uang yang 
berbeda format 

15.  Penyusunan Buku 
Pedoman BALITBANG 
DIKLAT KUMDIL MA-
RI 

 Penyusun GGIJ Mei – 
September 2008 

Selesai  Draft Buku Pedoman 
BALITBANG DIKLAT 
KUMDIL MA-RI 



 
LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN 

Puri Imperium Office Plaza Upper Ground Floor Unit UG 11 & 12 Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6 Kuningan Jakarta 
12980 Phone: (62-21) 8302088 Fax: (62-21) 83701810  

 

 10

 
IV. LAPORAN INTERNAL ORGANISASI 

 

1. Financial Issues 

Total Biaya Overhead selama Januari – Desember 2008 adalah Rp 564.997.250 yang 

terdiri dari Gaji dan THR Rp 265.266.030, Sewa Kantor Rp 96.958.360, transport & 

airfare ticket Rp 37.738.920 , Biaya konsultan Rp 52.500.000 dan lain lain Rp 

112.532.940.  

Saat ini kas lancar yang dimiliki oleh LeIP adalah kurang lebih Rp 393.758.720 yang 

berasal dari deposito Rp 233.959.110, rekening giro Rp 159.738.610, kas kecil Rp 61.000 

dan piutang  Rp 5.600.000. Total dana tersebut menurun dari tahun lalu yang kurang lebih 

sebesar Rp 560.000.000. atau sekitar Rp 167.000.000. Menurunnya kas LeIP dikarenakan 

adanya program yang menggunakan sistem reimburse yaitu program Desk info MCC. 

Uang kas LeIP yang dipakai untuk membiayai program tersebut sebesar Rp 170.000.000. 

Seandainya dan tersebut sudah kembali ke LeIP maka kas LeIP akan sama seperti tahun 

lalu yaitu sekitar Rp 560.000.000 

Jika dilihat dari besarnya kas lancar LeIP, dengan asumsi biaya overhead yaitu untuk gaji, 

sewa kantor dan operasional Rp 30.000.000/bulan, maka dana kas tersebut akan mampu 

mendanai selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dengan catatan dalam waktu tersebut LeIP 

dalam menjalankan kegiatannya tidak mendapatkan dana dari donor atau pihak manapun. 

  

 

2. Human Resource Issues 

a. Jumlah SDM 

Pada bulan Januari 2009, jumlah Badan pengurus dan staf LeIP adalah 9 (sembilan) orang 

dari yang sebelumnya 6 (enam) orang. 3 orang staf peneliti yang baru adalah Astriyani, 

Muhammad Ilham dan Andhy Martuaraja. Astriyani merupakan mantan peneliti LeIP 

yang setelah mengabdi pada Pansel KPK memutuskan untuk kembali lagi ke LeIP. 
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Sedangkan Muhammad Ilham dan Andhy Martuaraja adalah staf yang mengawali 

pekerjaanya di LeIP sebagai pekerja magang. Setelah magang selama 3 bulan, pengurus 

memutuskan untuk mengangkat mereka sebagai peneliti. Kedua-duanya saat ini masih 

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1 orang peneliti LeIP yaitu Rifqi Sjarief 

saat ini sedang meneruskan studi di Australia.  

Komposisi Badan Pengurus dan staf pada saat ini adalah Direktur Eksekutif (1 orang), 

Wakil Direktur Eksekutif (1), Office Manager (1),  Staf Peneliti (5), dan Staf Umum (1).  

 

b. Peningkatan  Kualitas SDM 

Selama tahun 2008, peningkatan kualitas SDM lebih dititikberatkan pada meningkatkan 

kualitas pekerja magang , sehingga mempunyai bekal untuk diangkat menjadi peneliti 

tetap.. Untuk peningkatan kapasitas SDM seperti kursus dan training  akan segera 

diadakan pada tahun 2009. Kursus yang rencananya akan dilakukan adalah  kursus bahasa 

belanda dan bahasa inggris bagi peneliti, kursus pajak bagi staf keuangan dan lain-lain. 

 

c. Remunerasi dan Kesejahteraan 

Sistem Penggajian yang diterapkan pada tahun ini adalah seperti di bawah ini. 

 

Jabatan Gaji pokok Tunj. 

makan 

Tunj. Jabatan Tunj.  keluarga Tunj.  

Transport 

Jumlah 

Dir. 

Eksekutif 

2.200.000 300.000 1.000.000 Suami (300.000) 

& 1 anak 

(250.000) 

250.000 

400.000 

3.800.000 

Wa Dir 

Eksekutif 

2.200.000 300.000 500.000  Istri (300.000) & 

1 anak (250.000) 

250.000 

400.000 

3.700.000 
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Peneliti 1.300.000 -

1.900.000 

200.000

250.000 

 Istri/Suami 

(300.000) & 1 

anak (250.000) 

250.000 

400.000 

1.650.000 – 

3.000.000 

Office 

Manager 

1.900.000 200.000 250.000  Istri/Suami 

(300.000) & 1 

anak (250.000) 

250.000 

400.000 

2.500.000 

Staf 

Umum 

1.000.000 150.000   Istri/Suami 

(300.000) & 1 

anak (250.000) 

250.000 

400.000 

1.400.000 

 

Pengurus melakukan beberapa penyesuaian tunjangan agar dapat menyesuaikan dengan 

naiknya harga-harga barang. Untuk tunjangan transport dinaikaan Rp 100.000-150.000, 

tunjangan jabatan dinaikkan menjadi Rp 1.000.000  untuk DE (sebelumnya 800.000), Rp 

500.000 untuk WaDE (sebelumnya 400.000) dan Rp 250.000 untuk OM (sebelumnya 

tidak ada). Selain Itu pengurus memberikan tunjangan makan Rp 150.000 - 300.000 

kepada staf sesuai dengan jabatan dan masa kerja. 

   

Untuk peningkatan kesejahteraan, LeIP masih melanjutkan untuk memberikan asuransi 

kesehatan Winterthur bagi pegawai dan keluarganya (suami/istri dan anak maksimal 2). 

LeIP juga memberikan fasilitas pinjaman kepada pegawainya. Fasilitas ini dirasa perlu 

oleh para pegawai untuk meng-cover kebutuhan yang tak terduga.  

   

 

3.   Office Issues 

 

a. Ruang dan fasilitas Kerja 
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Sama seperti tahun lalu, pada tahun ini LeIP masih menyewa ruang kerja kepada PSHK 

sebesar kurang lebih 50 meter persegi beserta fasilitas lainnya seperti ruang rapat, 

furniture, pantry, receptionist, listrik, sambungan internet dan lain-lain.. Perkembangan 

terakhir adalah PSHK ada kemungkinan akan pidah dari kantor ini, oleh karena itu LeIP 

sebaiknya mulai bersiap-siap mencari tempat kerja yang baru baik itu tetap bersama-sama 

PSHK atau hanya LeIP sendiri. 

 

b. Perpustakaan 

LeIP bersama PSHK dan Hukumonline mendirikan Dan Lev Library yang ditujukan 

untuk melayani komunitas hukum.. Perpustakaan ini memiliki koleksi  lebih dari 15.000 

buku dan makalah serta berlangganan 1500 serial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. EVALUASI DAN ARAH PROGRAM 

 

V.1. ASSESSMENT REFORMASI PERADILAN, PELUANG DAN TANTANGAN 

 

Berdasarkan Strategic Planning yang diselenggarakan pada tanggal 15 – 16 Januari 2009, 

ada beberapa kesimpulan yang kami peroleh sehubungan dengan berbagai kegiatan dan 

strategi yang selama ini kami laksanakan dalam melaksanakan visi misi LeIP dengan 

melihat kaitannya dengan konteks reformasi peradilan, tantangan ke depan dan kapasitas 

internal lembaga. Berikut ini kesimpulan tersebut:  

 

1. Assessment Reformasi Peradilan 
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Pendekatan reformasi ‘institusi’ yang selama ini dilakukan LeIP dengan mendukung 

perbaikan sistem di lembaga peradilan dan memberikan tekanan eksternal telah 

melahirkan beberapa keberhasilan dan juga banyak kegagalan.  

 

1.1. Beberapa Keberhasilan 

 

Pengadilan 

1. Ditetapkannya keputusan Wakil Ketua MA No.1/WKMA/SK/I/2009 tanggal 19 

Januari 2009 tentang Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI (Juklak 

Pelayanan Informasi MA), yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari keputusan 

Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144). 

2. Penyusunan draft Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Mahkamah 

Agung RI (sedang dalam proses pembahasan). 

 

Juklak Pelayanan Informasi MA tersebut merupakan satu langkah konkret perkembangan 

keterbukaan informasi masyarakat di pengadilan untuk mengimplementasikan SK 144. 

Juklak ini juga penting,  karena dapat menjadi ’model’ bagi pengadilan tingkat pertama 

dan tingkat banding di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pelayanan informasi.  

 

Demikian juga halnya dengan draft Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat yang 

sebenarnya sudah diperjuangkan oleh LeIP sejak lama. Meskipun masih dalam tahap 

pembahasan,  draft ini bisa dipastikan dapat ditetapkan sebagai keputusan dan Pimpinan 

MA, mengingat penyusunannya diinisiasi langsung oleh Ketua MA yang menjabat saat 

ini.  

 

Kejaksaan 
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1. Ditetapkannya keputusan Jaksa Agung Muda Pengawasan No. JUKLAK-

01/H/Hjw/07/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan 

Kejaksaan Republik Indonesia (Juklak Pengawasan Kejaksaan). 

2. Keterlibatan LeIP dalam program penuntasan laporan pengaduan masyarakat. 

 

Ditetapkannya Juklak Pengawasan Kejaksaan yang dirancang oleh peneliti-peneliti LeIP 

dan keterlibatan LeIP dalam kegiatan penuntasan laporan pengaduan masyarakat di 

Kejaksaan menunjukkan bahwa Kejaksaan (khususnya unit pengawasan) memiliki 

penerimaan dan kepercayaan yang cukup untuk bermitra dengan LeIP dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan pembaruan. Perlu dicatat juga, bahwa kondisi ini dimungkinkan oleh 

keberadaan Tim Pembaruan Kejaksaan. 

 

1.2. Evaluasi terhadap Proses Pembaruan Peradilan 

Pengadilan 

1. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin menurun 

2. Korupsi dan suap tetap menjadi permasalahan utama peradilan 

3. Ketiadaan goal atau tujuan atau arah dari proses pembaruan 

4. Pelaksanaan program-program pembaruan yang bersifat ad hoc dan stand-alone 

project  

5. Lemahnya implementasi berbagai kebijakan baru yang merupakan produk pembaruan 

6. Model intervensi atau tekanan kelompok sosial termasuk media yang kurang tepat 

sehingga impak yang diharapkan lemah 

 

Kejaksaan 

1. Masih lemahnya keterlibatan dan dukungan pimpinan dalam program pembaruan  

2. Birokrasi yang kompleks dan tidak efisien serta dan kultur kelembagaan yang buruk 

3. Lemahnya strategi pembaruan 
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Komisi Yudisial 

1. Masih lemahnya kapasitas internal kelembagaan KY untuk mampu melaksanakan 

fungsinya secara optimal 

2. Belum adanya upaya untuk memperbaiki hubungan kelembagaan antara KY dan MA 

3. UU MA yang baru justru potensial memperburuk hubungan kelembagaan KY dan 

MA  

 

Donor 

1. Perubahan pendekatan donor dimana donor mulai melakukan pendekatan dan kerja 

sama langsung dengan peradilan dan tidak lagi melalui NGO sebagai fasilitator.  

2. Lemahnya kapasitas donor dalam menjalankan program pembaruan 

3. Berbagai program donor cenderung tumpang tindih dan kurang terkoordinir 

 

CSO 

1. Melemahnya peran kelembagaan NGO dalam proses reformasi institusi peradilan 

2. Lemahnya strategi CSO dalam memberikan tekanan kepada institusi 

3. Ketergantungan NGO terhadap funding, sementara dalam beberapa tahun ke depan 

diperkirakan funding akan semakin mengecil 

 

2. Tantangan dan Peluang Perubahan serta Kondisi Internal LeIP 

 

2.1. Adanya keterbukaan informasi di pengadilan yang dapat menjadi entry point 

melakukan upaya perbaikan di satu sisi dan tidak akan maksimalnya keberadaan SK 

Keterbukaan Informasi Pengadilan jika tidak ada demand dari publik atau upaya 

untuk memanfaatkan keterbukaan tersebut 

2.2. Adanya perubahan kepimpinan MA dimana pimpinan baru yang diharapkan tetap 

memiliki komitmen terhadap pembaruan. Selain itu di sector pengawasan internal, 
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pimpinan badan pengawasan dan ketua muda pengawasan juga menunjukkan upaya 

positif dalam proses pembaruan di bidang pengawasan 

2.3. Pengadilan masih menjadi fokus utama reformasi, utamanya bagi donor  

2.4. Semakin meningkatnya kapasitas kelembagaan dengan adanya penambahan staff dan 

meningkatnya kualitas SDM dalam isu-isu administrasi peradilan, anti korupsi dan 

teknis putusan 

2.5. Perlu ada strategi baru untuk menjamin sustainability kelembagaan dengan 

memanfaatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan yang telah terbangun saat ini 

2.6. Telah adanya peluang pendanaan dari lembaga donor, antara lain NLRP, USAID dan 

World Bank 

 

 

V.2. PROFILE KELEMBAGAAN DAN PROGRAM KERJA KE DEPAN 

 

1. Profile Kelembagaan 2009 – 2012 

 

Sejak tahun 2001-2008 LeIP lebih banyak berperan dalam mendorong reformasi 

institusi peradilan, khususnya Mahkamah Agung. Selama kurun waktu tersebut 

terdapat keberhasilan maupun kegagalan dari upaya-upaya yang dilakukan LeIP. 

Keberhasilan utama dari arah dan pendekatan yang dilakukan selama ini yaitu 

semakin terbukanya Mahkamah Agung, hal ini terlihat dari semakin banyaknya 

komponen civil society, yang telibat dalam program-prorgram pembaruan di 

Mahkamah Agung, baik dari kelompok NGO maupun kalangan profesional.  Salah 

satu bentuk keberhasilan lainnya atas upaya-upaya advokasi yang dilakukan LeIP 

bersama-sama dengan komponen civil society lainnya khususnya PSHK dan 

Hukumonline yaitu keterbukaan informasi di Pengadilan dan Mahkamah Agung, 

melalui SK KMA No. 144/KMA/VII/2007 serta publikasi putusan MA melalui situs 

www.putusan.net.   
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Akses terhadap putusan khususnya putusan Mahkamah Agung selama ini dipercaya 

dapat membantu memecahkan masalah inkonsistensi MA, mendorong 

berkembangnya ilmu hukum, serta menguatkan pengawasan publik terhadap 

Mahkamah Agung. Namun dalam kenyataanya setelah lebih dari 1 tahun sejak 

dibukanya situs www.putusan.net ternyata belum cukup banyak komponen 

masyarakat yang memanfaatkan akses tersebut secara optimal. Salah satu penyebab 

ketidakoptimalan ini menurut LeIP dikarenakan belum tersedianya suatu mekanisme 

yang memudahkan user untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan putusan MA.  

Melihat permasalahan ini, berdasarkan hasil strategic planning yang dilakukan pada 

tanggal 19-20 Januari 2009 salah satu peran yang dapat dimainkan LeIP kedepan 

yaitu mendorong optimalisasi penggunaan putusan MA melalui penyediaan sistem 

informasi pertimbangan hukum MA secara online yang dapat dipergunakan oleh 

publik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi core business LeIP kedepan tanpa 

meninggalkan peran-peran LeIP yang selama ini telah dilakukan.  

Pilihan peran ini dalam pandangan Badan Pengurus akan berdampak pada 

diperlukannya penyesuaian dalam struktur organisasi LeIP serta penambahan jumlah 

personil LeIP.  

 

 

2. Lingkup Kegiatan (2009-2012) 

 

a. Pengembangan Sistem Informasi Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung 

b. Advokasi Peraturan perundang-undangan dibidang peradilan 

c. Program-program yang mendorong implementasi SK 144 tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

 


